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Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undeng-lindang Momor 15 Tahun 2006 dan Undang-
Undang MNomor 15 Tahun 2004, telah melakukan pemeriksasn atas Laporan Kevangan
Pemerintah Kabupaten Sanggau Tahun 2024,

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran LKPD, dengan memperhatikan
kesesunian dengan Standar Akuntansi Pemerintah, kepatuhan terhadap ketentuan persturan
perundang-undangan, serta efektivitas sistem pengendalian intern.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sanggau Tahun
2024 vang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut,

1. Owpini atas Laporan Kenangan

Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sanggau Tahun 2024, BPK memberikan
opini Wajar Tanpa Pengecualian.

1. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan
Perandang-undangai

BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap
ketentuan  peraturan  perundangan-undangan dalam pemeriksaan Laporan  Keuangan
Pemerintah Kabupaten Sanggau Tahun 2024, dengan pokok-pokok temuan sebagai berikut.

& Kekurangan volume pekerjaan pada tiga SKPD sebesar Rp747.88 juta mengakibatkan
kelebihan pembayaran sebesar Rp425,33 juta dan potensi kelebihan pembayaran sebesar
Rp322,55 juta. Atas kelebihan pembayaran pekerjaan tersebut telah ditindaklanjuti dengan
tnelakukan penyetoran ke Rekening Kas Umum Daerah (RKULY) schesar Rp193,91 juta
Dengan demikian, terdapat kekurangan volume sebesar Rp553.97 juta yang belum
dipulihkan dan disetorkan ke RKUD: dan

b. Denda keterlambatan belum dikenakan atas dua paket pekerjaan belanja modal pada dua
SKPD mengakibatkan kekurangan penerimaan scbesar Rp186,87 juta.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK menyarankan Bupati Sanggau agar:
a. Menginstruksikan Kepala SKPD terkait untuk:

1} Memproses pemulihan kelebihan pembavaran atas kekurangan volume pekerjaan
sebesar Rp23142 juts sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan  dan
menvetorkannye ke kas daerah; dan



1) Memproses potensi kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan sebesar
Rp322,55 juta sesuai peraturan perundang-undangan dengan cara memperhitungkan
kembali pada saat pembayaran terakhir atay menyetorkannya ke Kas Daerah;

b. Menginstruksikan Kepala SKPD terkait untuk memproses kekurangan penerimann atas
denda keterlambatan pekerjaan sebesar Rpl86.87 juta (Rp2,74 juta + Rpl&4,13 juta)
sesuai ketentuon peraturan perundang—undangan dan menyetorkannya ke kas daerah,

Untuk jelasnya kKami lampirkan laporan hasi]l pemeriksaan dimaksed, vaitu Laporan MNomor
A0ALHPARTK PHNESS202S tentang Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan dan
208/LHP/XIX.PNKSS/2025 tentang Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern

dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan, bertanggal 22 Mei 20235,

Sesuai Pasal 20 ayat (3} Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, jawaban atau penjelasan kepada
BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam
puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini diterima.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.
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